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ABSTRAK

MILA DELVIANI (10120314) dengan judul “Analisis Yuridis
Kemandirian Hutan Adat Adolang Majene Sebagai Entitas dan Identitas
Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia”. Di bimbing oleh ibu (Ika Novitasari)
sebagai pembimbing I dan bapak (Sulaeman) sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kemandirian
hutan adat Adolang Majene sebagai bagian dari entitas dan identitas masyarakat
hukum adat (MHA) di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan
pendekatan kualitatif. Data diperolen melalui wawancara, observasi dan studi
kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan dan perlindungan hutan
adat Adolang Majene oleh pemerintah daerah dan pusat masih belum optimal.
Serta kemandirian hutan adat Adolang Majene sebagai perwujudan entitas dan
identitas masyarakat hukum adat masih menghadapi berbagai tantangan, terutama
terkait dengan tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan pihak lain.
Perlu adanya keseimbangan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya
konkret untuk memperkuat hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan
hutan adat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Hutan Adat, Kemandirian, Majene, Pengelolaan
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membicarakan hutan dan sumber daya hutan di wilayah nusantara
tidak bisa dipisahkan dari berbagai komunitas yang memiliki keterikatan
sosial, budaya, spritual, ekologi, ekonomi, dan kebijakan dengan tanah,
sektor dan ekosistem hutan. Keberadaan dan peran mereka dalam
pengelolaan hutan dan sumber daya hutan telah dicatat oleh para peneliti
dan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu sejak zaman kolonial. Namun,
pada masa orde baru, pihak pemerintah menganggap beragam pola
pengelolaan hutan, termasuk pertanian berbasis hutan, sebagai pola
terbelakang yang merusak hutan. Pada saat itu, pemerintah menyebut
komunitas-komunitas tersebut sebagai “peladang berpindah”, “pembuka

pembakar hutan”, “perambah hutan”, “suku terasing”, dan sebagainya.

Pembangunan seringkali dipandang sebagai pendorong utama
kemajuan ekonomi dan peradaban. Namun, seringkali terjadi pendekatan
pembangun yang dilakukan terlalu fokus hanya pada pertumbuhan
ekonomi semata. Pembangunan yang dilakukan seringkali mengabaikan
dampak sosial dan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan yang paling

menonjol adalah kerusakan hutan.

Pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak berkelanjutan,

terutama untuk kepentingan industri, telah mengakibatkan degrasi



ekosistem hutan dan berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim.
Kebutuhan industri yang terus meningkat telah mendorong alih fungsi
hutan, mengancam kelangsungan hidup masyarakat sekitar dan merusak
keseimbangan lingkungan. Dapat dilihat bahwa keuntungan ekonomi
diperoleh dengan mengorbankan hak-hak masyarakat adat dan

kebelanjutan lingkungan.

Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam nasional yang
memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial,
pembangunan dan lingkungan hidup. Undang-undang kehutanan terkait
dengan paguyuban, atau kelompok masyarakat yang berkegiatan di bidang
kehutanan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan. Undang-Undang ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk
turut berperan serta dalam pengelolaan hutan, termasuk melalui
pembentukan paguyuban atau Kelompok Tani Hutan (KTH). Di dalam
Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan, bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha
Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakaan kekayaan
yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna kepada umat
manusia, karenanya wajib disyukuri, di urus dan dimanfaatkan secara
optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebasar-besarnya kemakmuran
rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.® Hal ini

sejalan dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang

' Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan



mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebasar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa
mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan

berkelanjutan.

Hutan adat menjadi bagian dari sejarah baru mengenai pengelolaan
hutan di Indonesia. Sejak awal berdirinya Indonesia, perlindungan dan
pengaturan hutan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat
adat, menghadapi berbagai masalah. Masyarakat adat harus berjuang keras
untuk menyeimbangkan kebijakan dan regulasi negara di bidang
kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam. Jauh sebelum Indonesia
merdeka, kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak

tradisionalnya diakui masih relevan dengan perkembangan masyarakat .

Hutan adat adalah kawasan hutan yang secara historis dan
tradisional dikelolah oleh masyarakat hukum adat berdasarkan hak ulayat
mereka. Dalam wilayah ulayat, terdapat bagian-bagian tanah yang bukan
hutan dapat berupa ladang penggembalaan, kuburan yang berfungsi untuk
memenuhi kebutuhan umum, dan tanah-tanah yang dimiliki secara
perseorang berfungsi memenuhi kebutuhan perseorangan. Keberadaan hak
perseorangan tidak bersifat mutlak, sewaktu-waktu haknya menipis dan
menebal. Jika semakin menipis dan lenyap, akhirnya kembali menjadi
kepunyaan bersama. Hubungan antara hak perseorangan dengan hak ulayat

bersifat lentur. Hak pengelolaan hutan adat berada pada masyarakat



hukum adat, namun jika dalam perkembangannya masyarakat hukum adat
yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolan hutan adat jatuh
kepada pemerintah. Wewenang hak ulayat dibatasi seberapa jauh isi dari
wewenang hak perseorangan, sedangkan wewenang negara di batasi

sejauh isi dan wewenang hak ulayat.?

Keberadaan hutan adat tak terpisahkan dari identitas dan sistem
kehidupan masyarakat hukum adat. Untuk pengelolaan hutan adat baik
berasal dari hutan negara dan bukan hutan negara dikelolah oleh
masyarakat hukum adat yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Ditetapkan dengan peraturan daerah, jika masyarakat hukum adat berada
dalam kawasan hutan negara; atau Ditetapkan dengan peraturan daerah
atau keputusan negara dan/atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya, jika masyarakat hukum adat berada diluar kawasan hutan

negara.

Istilah hukum masyarakat adat adalah istilah resmi yang terdapat
dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan, seperti Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1991 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan lainnya. Istilah
masyarakat hukum adat diciptakan dan digunakan oleh para ahli hukum

adat, dengan fungsi yang lebih banyak untuk keperluan teoritik-akademis.

2 Wahyu

Nugroho, Konstitusionalitas, Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelolah Hutan

Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014,

him. 122



Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan masyarakat yang bersifat
teritorial atau geologis, memiliki kekayaan tersendiri, dan terdiri dari
warga negara yang dapat dibedakan dari masyarakat hukum lainnya.
Masyarakat ini dapat bertindak sebagai satu kesatuan hukum (subjek
hukum) yang mandiri dan mengatur diri mereka sendiri. Sedangkan
menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan
masyarakat yang mempunyai kelengkapan kelengkapan untuk sanggup
berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan
kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air
bagi semua anggotanya.®

Sebanyak tiga komunitas adat dikabupaten Majene, sulawesi barat,
telah diakui sebagai masyarakat hukum adat. Tiga komunitas tersebut
meliputi komunitas Adolang, Puttada, Dan Limboro Rambu-rambu.
Pengakuan dari pemerintah setempat penting untuk melindungi ruang
hidup sekaligus mendorong masyarakat adat untuk hidup secaa mandiri
dan berdaulat di wilayah adat. Pengakuan dan perlindungan terhadap
masyarakat hukum adat tersebut masing-masing tertuang dalam keputusan
bupati Majene Nomor 812, 813, dan 814 dan Tahun 2024.

Pengakuan keberadaan peradilan adat dalam menyelesaikan
sengketa yang terjadi diwilayah adat, baik yang berhubungan dengan
kehidupan sosial maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan sumber daya alam

® Rikardo Simarmata. 2006. Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia.
Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, him. 31.



juga akan semakin dikembangkan secara bertanggung jawab. Masyarakat
adat amat bergantung pada sumber daya alam sehingga mereka pun punya
komitmen untuk melindungi hutan dan budaya dengan baik.

Penerapan peraturan daerah tentang masyarakat adat tidak semata-
mata untuk kepentingan sektoral untuk masyarakat adat, tetapi juga untuk
kepentingan masyarakat luas. Dengan memastikan pengakuan dan
perlindungan terhadap masyarakat adat, itu berarti juga melindungi
selurun wilayah adat, termasuk alam, hukum adat, kebudayaan, dan
keanekaragaman hayati di dialamnya.

Sehingga upaya perlindungan terhadap masyarakat adat sama juga
dengan melindungi kehidupan masyarakat luas. Dengan dikauinya
masyarakat adat ini, bisa semakin mengembangkan berbagai potensi yang
di miliki di wilayah adatnya sehingga bisa hidup secara mandiri, berdaulat
dan bermartabat.

Pengakuan masyarakat adat melalui surat keputusan bupati
bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adat yang sejahtera, aman,
unggul dan berkembang sebagai kelompok masyarakat adat sesua dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari tindakan
diskriminasi. Dan juga, aturan yang telah disusun bisa diimplementasikan
dengan baik. Termasuk pada upaya penyelesaian sengketa yang berkaitan

dengan hak-hak masyarakat adat.



Keberadaan masyarakat adat ini harus betul-betul diakui.
Pemerintah berharap dengan pengakuan terhadap komunitas masyarakat
adat berarti hukum itu bisa ditegakkan sebaik-baiknya.

Hutan adat di Majene memiliki fungsi yang sangat vital bagi
masyarakat Majene. Hutan adat ini ada di tempat yang juga menjadi
sumber daya alam, kehidupan, budaya, dan identitas masyarakat Majene.
Hutan adat Majene memiliki area hutan yang luas dan perlu dilestarikan,
serta sumber daya lainnya. Hutan adat bahkan menjadi sumber kehidupan
masyarakat, karena hutan menyediakan berbagai kebutuhan pokok mereka,
seperti makanan (buah-buahan, umbi-umbian, hewan buruan), obat-
obatan, bahan bangunan, dan air bersih. Di samping itu, masyarakat lokal
menganggap hutan adat sebagai tempat yang sakral. Mereka memiliki
hubungan spiritual yang mendalam dengan hutan, yang dianggap sebagai
tempat tinggal para leluhur dan roh-roh gaib. Oleh karena itu, wajar saja
jika penduduk di sekitarnya sangat menjaga agar ekosistem hutan yang ada

tetap berlangsung.

Hutan adat merupakan elemen yang tak terpisahkan dari identitas
budaya masyarakat Majene. Banyak Kkebiasaan, kepercayaan, dan
pengetahuan tradisional sangat berkaitan dengan hutan yang juga
berfungsi untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat adat. Di hutan,
mereka melakukan berbagai kegiatan bersama, seperti berburu, meramu,
dan melaksanakan upacara adat. Negara kita yang majemuk dengan

keragaman suku bangsa dan budaya, pengakuan terhadap masyarakat



hukum adat dan kawasan hutan adatnya menjadi salah satu bukti
keberadaan pemerintah dalam melindungi hak masyarakat tradisional dan
menyejahterakan mereka dalam kerangka sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Hutan adat menurut Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal
1 ayat (5), Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah
masyarakat hukum adat. Dari definisi ini maka dapat disimpulkan bahwa
hutan adat adalah hutan negara dimana hutan adat merupakan hutan yang
tidak dibebani pada hak. Pengkategorian hukum adat sebagai hukum
negara secara hukum telah membuat hutan adat yang telah dikuasai secara
turun temurun akan menghilang hak dan pengelolaannya oleh masyarakat
hukum adat. Akibat hal ini muncul berbagai konflik hutan baik secara
vertikal yang melibatkan masyarakat hukum adat dengan perorangan
(masyarakat pada umumnya), masyarakat hukum adat dengan perusahaan,
dan bahkan antar masyarakat hukum adat itu sendiri, selain itu konflik
hutan juga terjadi secara horizontal yang melibatkan masyarakat hukum

adat dengan pemerintah (Pusat dan daerah).

Terdapat benturan kepentingan antara masyarakat adat dengan
kepentingan ekonomi dan pembangunan yang dilakukan pemerintah atau
pihak swasta. Hutan adat Majene menghadapi berbagai macam ancaman,

seperti:



a. Penebangan liar, penebangan liar untuk kepentingan komersial
merusak hutan dan mengurangi keanekaragaman hayati.

b. Konversi lahan, hutan diubah menjadi perkebunan, tambang, atau
permukiman.

c. Eksploitasi sumber daya alam, seperti minyak bumi dan gas alam
juga mengancam kelestarian hutan.

d. Perubahan iklim dapat menyebabkan terjadinya bencana alam
seperti banjir dan kekeringan yang merusak hutan.

e. Kurangnya pengakuan hukum, belum semua hak-hak adat diakui

dan ditegakkan secara hukum.

Kemampuan masyarakat adat untuk mengelolah, menfaatkan, dan
melestarikan hutan yang mereka kelola secara turun-temurun disebut
sebagai kemandirian hutan adat. Dengan menjaga kemandirian hutan adat,
kita tidak hanya melindungi keanekaragaman hayati tetapi juga
menghormati hak-hak masyarakat adat dan menjaga kesejahteraan mereka.
Kemandirian hutan adat sangat penting untuk kelangsungan hidup
masyarakat adat Majene karena beberapa alasan, termasuk identitas
budaya, karena hutan adat merupakan bagian integral dari identitas budaya
masyarakat adat. Hutan menjaga kepercayaan, prinsip, dan pengetahuan
tradisional manusia dan berfungsi sebagai sumber kehidupan karena
menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti makanan, obat-obatan,

dan bahan bangunan.



Kemandirian hutan memastikan ketersediaan sumber daya,
keseimbangan ekosistem, dan masyarakat adat memiliki pengetahuan
tradisional yang sangat baik tentang pengelolaan hutan secara
berkelanjutan, sehingga menjaga keseimbangan ekosistem. Ketahanan
pangan, kemandirian pangan meningkat di tengah perubahan iklim dan
ketidakpastian ekonomi, karena hutan adat menyediakan sumber pangan
yang beragam dan stabil, keadilan sosial, pengakuan atas hak-hak adat,

dan kemandirian hutan.

Dampak nyata keluarnya amar Putusan MK Nomor 35/PUU-
X/2012 adalah hutan adat bukan lagi kawasan negara, namun tidak juga
masuk dalam kelompok hutan hak (kawasan hutan yang telah di bebani
hak, seperti hutan rakyat). Dari sudut pandang doktrin, keputusan MK ini
masih menyisakan beberapa kekaburan terkait proses penetapan hutan
adat, hak atas tanah dan hutan adat, dan otoritas pemerintah atas hutan
adat. Melalui keputusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa
hutan adat adalah hutan yang telah dimiliki oleh masyarakat hukum adat
secara turun temurun dan dapat dibuktikan keberadaannya. Keputusan ini
membawa harapan besar bagi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan
perlindungan hukum atas hutan adat yang sebelumnya telah ditetapkan

sebagai hutan negara.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diharapkan
dapat memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat

dalam rangka mendiami dan mengelola hutan adat tersebut. Namun dalam
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pelaksanaannya, hingga saat ini belum terdapat bentuk implementasi yang
jelas dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat
yang selama ini mendiami hutan adat. Melalui penelitian ini penulis ingin
menjelaskan bagaimana kedudukan hukumu hutan adat Adolang Majene
sebagai entitas dan identitas masyarakat hukum adar di indonesia dan
tantangan apa saja yang dihadapai oleh masyarakat hukum adat dalam

mengelolah hutan adat mereka.

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum hutan adat Adolang Majene sebagai
entitas dan identitas masyarakat hukum adat di Indonesia?

2. Apa saja tantangan yuridis yang dihadapi oleh masyarakat hukum

adat dalam mengelolah hutan adat Adolang Majene?

. Tujuan Penelitan

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas tujuan utama dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran hutan adat dalam
mempertahankan identitas dan kemandirian masyarakat Majene sesuai
hukum adat di Indonesia dan juga untuk mengetahui apa saja tantangan
dan peluang yang di hadapi masyarakat hutan adat dalam mempertahankan

kemandirian hutan adat di Indonesia.

. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini, dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya:

11



a. Manfaat akademis

1. Sebagai Pengembangan ilmu pengetahuan, penelitiaan ini dapat
memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu
hukum, khususnya hukum lingkungan dan hukum adat.

2. Sebagai pengembangan teori, hasil penelitian ini dapat digunakan
untuk mengembangkan teori-teori baru atau memperkaya teori
yang sudah ada tentang hak-hak masyarakat adat, pengelolaan
sumber daya alam, dan hukum lingkungan.

3. Sebagai bahan referensi, penelitian ini dapat menjadi bahan

referensi bagi penelitian lain yang tertarik pada topik yang sama.

b. Manfaat praktis

1. Perbaikan kebijakan, hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk
memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan pemerintah terkait
pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, khususnya
dalam pengelolaan hutan.

2. Penguatan advokasi, penelitian ini dapat menjadi alat advokasi
yang kuat bagi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak
mereka.

3. Penyelesaian konflik, penelitian dapat membantu dalam mencari
solusi konflik yang sering terjadi antara masyarakat adat dengan

pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap sumber daya alam.
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4. Peningkatan kesadaran, penelitian ini dapat meningkatkan
kesadaran masyarakat luas tentang pentingnya menjaga kelestarian

hutan adat dan menghormati hak-hak masyarakat adat.

c. Manfaat khusus untuk masyarakat adat

1. Penguatan posisi,penelitian ini  dapat memperkuat posisi
masyarakat adat dalam negosiasi dengan pemerintah dan pihak
swasta.

2. Pengembangan kapasitas, hasil penelitian dapat digunakan untuk
mengembangkan kapasitas masyarakat adat dalam mengelola
sumber daya alam dan memperjuangkan hak-hak mereka.

3. Perlindungan hukum, penelitian ini dapat memberikan landasan
hukum yang kuat bagi masyarakat adat dalam melindungi hak-hak

mereka.

Singkatnya, penelitian ini  memiliki potensi besar untuk
memberikan kontribusi positif bagi masyarakat adat papua, pemerintah,

dan masyarakat internasional.
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kkedudukan hukum hutan adat Majene sebagai entitas dan identitas
masyaraakt hutan adat di Indonesia masih memerlukan penguatan kepastian
hukum. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hutan adat Majene
memiliki peran penting dalam menjaga identitas dan keberlanjutan hidup
masyarakat hukum adat. Namun, implementasi hak-hak masyarakat hukum
adat dalam mengelola hutan adat masih menhadapi berbagai kendala
yuridis.

2. Tantangan yuridis yang dihadapi masyarakat hukum adat dalam mengelola
hutan adat mereka, seperti tumpang tindih peraturan perundang-undangan
dan kurangnya pengakuan yang tegas dari pemerintah daerah, menjadi
penghambat utma. Oleh karena itu, rekomendasi yang diajukan adalah
perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait hutan adat
serta peningkatan kesadaran dan pemahaman aparat pemerintah daerah
mengenai hak-hak masyaarakat hukum adat. Dengan demikian, diharapkan
hutan adat Adolang dapat dikelola dengan secara berkelanjutan dan
memberikan manfaat bagi masyarakat hukum adat serta kelestarian
lingkungan. Sejumlah tantangan yuridis tersebut antara lain:

a. Pengakuan bersyarat dan ketiadaan UU khusus

b. Tumpang tindih klaim lahan dan kebijakan yang inkonsisten
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c. Birokrasi yang panjang dan ketiadaan payung hukum khusus
pengelolaan
d. Warisan konsep hukum kolonia
Sehingga dapat ditegaskan bahwa kearifan lokal yang terkandung
dalam pengelolaan hutan adat Majene merupakan aset berharga yang perlu
dilestarikan. Tantangan yuridis yang di hadapi masyarakat hukum adat tidak
hanya berkaitan dengan aspek legal formal, tetapi juga pada perubahan sosial

dan budaya yang dapat menggerus nilai-nilai kearifan lokal.

B. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas saran yang dapat
diajukan untuk memperkuat kedudukan hukum adat Majene sebagai entitas dan
identitas masyarakat hukum adat di Indonesia, serta mengatasi tantangan

yuridis dalam pengelolaan hutan adat:

1. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi proses sertifikasi hutan adat oleh
badan registrasi wilayah adat dan kementrian lingkungan hidup dan
kehutanan, guna memberikan kepastian hukum atas hak pengelolaan hutan
adat oleh masyarakat hukum adat Majene.

2. Masyarakat hukum adat Majene perlu terus memperkuat kelembagaan
adat, termasuk struktur organisasi, mekasnisme pengambilan keputusan,
dan sistem hukum adat, agar mampu mengelola sumber daya alam secara
efektif dan berkelanjutan.

3. Masyarakat hukum adat Adolang Majene perlu meningkatkan kapasitas

sumber daya manusia, terutama generasi muda, dalam bidang hukum,
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pengelolaan sumber daya alam, dan kewirausahaan, agar mampu
beradaptasi dengan perubahan zaman dan menghadapi tantangan yang ada.
4. Penelitian selajutnya dapat mengembangkan indikator keberlanjutan yang
relevan untuk mengukur kinerja pengelolaan hutan adat oleh masyarakat
hukum adat Adolang Majene, dengan mempertimbangkan aspek ekologi,

sosial, ekonomi, dan budaya.

Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan kedudukan hukum adat
Majene dapat semakin diperkuat, dan masyarakat hukum adat Adolang
Majene dapat mengelola hutan adat mereka secara lestari dan berkelanjutan,
serta memberikan konstribusi positif bagi pembangunan daerah dan

pelestarian lingkungan hidup.
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